Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTLUSAN
NOMOR 116%/Pdt.G/2018/PA.Bm

_bE -.!?1.- ui]@"‘; _ -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
feah 'qkﬂama&smmﬁtlrkdn putusan dalam perkara permohonan
ocerai gugat antara:
Lili Suryani, S.Pd binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Bima, 16 Mei
1976/42 tahun, agama Islam, pekeraan guru honorer
(SLTPN 1 Wattal, RpeiileaESELAL wenpa keltamao
di Dusun Rabakodo RT. 002 RW. 001 Desa Rabakodo
Kecamatan Woha Kabupalen Bima, sebagai
Penggugat
melawan
Zainudin, 5.50s bin Abubakar, tempat dan tanggal Izhir Bima, 07 Januan
1976/42 tahun, agama lslam, pekeraan guru hororer
(Madrasah Aliyah Darul Hikmah), pendidikan Strata |,
tempat kediaman di Dusun Rabakodo RT. 02 BW. 01 Desa
Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajan berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018
yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan nomor 1169/Pdt G/2018/PA.Bm tanggal 20 Agustus 2018 telah
meigajukan Mim diegen al@8fi-alasan sebagai berikut
1. Bahwa, pada han Rabu tanggal 09 Januan 2002, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor @ 24/24/12002 tanggal 11 Januan
2002;

Hal. 1 dan 5 hal. Put. No. 1169/Pdt.G/2018/PA . Bm
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= S=w=  sstelah pemnikahan @b ePogugaldenoanrsauoe
EE4dhsdditumakbn ldamn odngua TEG@id 03s Redbdco
¥=c=matan Woha Kabupaten Bima selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah
==n terempat tinggal di rumah pencaharian bersama di Desa Rabakodo
F=czmatan Woha Kabupaten Bima hingga sekarang.

Eznwa sslama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

fut+bhebspaanlafzifaSlamiisteri dan dikaruniai 3 orang anak

DEmEma-

fud

al

1. Pumama U.S (perempuan) lahir di Bima, 10-10-2004/umur 13 tahun
10 bulamn;
32 W MSali Mk g tati) winf o Bima, 25-03-2007/umur 11
tahun 5 bulan;
33 K@ atlivthwish (@eempuan) kehir di Bima, 10-10- 2014/umur 3
tahun 10 bulan;
Dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat:

4 Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat
terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ©
a. Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat;

b. Tergugat sudah fidak menjamin lahir dan batin Penggugat;

2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut  terjadi kurang lebih pada bulan Agusius 2018 yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal
bersama isltri sirfinya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan oleh
kefuarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga lujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
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ranmarn sudar sulit gipertanankan fagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan altemnatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasanfdalildalili di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyj -

Pnmer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Zeghlalr SS6s #oi
Abubakar) terhadap Penggugat {Lili Suryani, S.Pd binti Zainuddin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
Subsidair
Dan Adr memjeldilan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
perimbangan Majelis Hakim,
Bahwa pada harn persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat tidak pemnah hadir sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di

persidanganmn;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini. yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali
berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir
pada persidangan tanggal 18 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di
persidangan;
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EE{E’ast;iE&aakd#gdjElﬂ%menggugat tanpa alasan yang
= == ==h cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-
Wesimbeng, bahwa berdasarkan fakla di atas, Majils hakim Instiyrdlafar
=== FenEEdRMdqiyaamk sesrafenggugat telah terbukti tidak
S==smooon-zunogun dalam mengikuti proses persidangan dengan tidak hadir
2 permidencan ssbanyak dua kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah,
TEseoun =iEh dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengirimkan
fmEsanys uniuk hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R Bg;
MQM karena perkara a quo termasuk dalam bidang
=wgpran. @3 Badasian Pasl 3t syt (1) Undans-undemg Nomor 77
=hon 18828 Tentang Rectlial Agamagiaoaimain ckahd hEhngasn
xﬁq@dﬂ@mm&aﬁmm hﬂﬁ‘i, dan perubahan kedua dengan Undang-
JEHN ombOlah w2008 i akv@ fuEMfusdbibakantClptaa
Penoouaat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

S Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1169/Pdt. G/2018/PA Bm gugur;
2 Membebankan kepada Penggugal untuk membayar biaya perkara ini
sejumiah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puleh satu ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada har Selasa tanggal 2 Oktober 2018 M, berlepatan dengan
tanggal 22 Muharram 1440 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bima
yang terdin dan Muhamad Isna Wahyudi, S H1.. M5l sebagai Ketua Majelis
dan Mulyadi, S.Ag. dan Luth Musiih, S.Ag., MA., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari ilu juga diucapkan dalam sidang
terbuka unmtuk umum oleh Ketua Majelis tersebul dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhartati, S H., sebagai Panitera Pengganti
tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;
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Muhamad Isna Wahyudi, S H.I. M.S.1

= Aotz Hakim Anggota

Nuly=c S Ag Lutfi Muslih, $.Ag., M.A

Panitera Pe

Suhartati, S.H.

S=oncian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran . Rp30.000,00
2 Proses ; Rp50.000,00
2 Panggilan . Rp500.000,00
£ Redaksi © Rp5.000,00
2. Meterai . _Rp6&.000.00

Jumlah Rp591.000 .00

flire ©lS: mivitan puluh @6k by tugah)
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